
 

 

 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SAMOSIR 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN SAMOSIR 

NOMOR : 41/ORT.07-Kpt/1217/KPU-Kab/V/2021 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR  

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR, 

 

Menimbang 
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a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 

 

bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 

tantang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 

yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk 

memastikan program mikro serta monitoring dan 

evaluasi atas implementasinya, setiap 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat 

membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah; 

bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang 

dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah 

mengalami perubahan dengan diundangkannya 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang 

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 

sehingga perlu melakukan penyesuaian pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Samosir; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

SALINAN 



   

 

 

 

 

 

 

Mengingat 
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1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Samosir tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;  

 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Samosir (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Samosir (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Samosir (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 



                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memperhatikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Umum Kabupaten Samosir (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 441); 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 

tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 442); 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 612/ORT.04-

Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-

2024; 

 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 314/ORT.07-

Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Samosir Nomor 48/ORT.07-Kpt/1217/KPU-

Kab/V/2021 Tentang  Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Samosir; 

 

 

 

 



   

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

SAMOSIR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 

REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR. 

KESATU 

 

: 

 

Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA 

 

: Menetapkan Format Keputusan dan Formulir yang 

Digunakan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KETIGA : Petunjuk Teknis serta Format Keputusan dan Formulir 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan 

Diktum KEDUA merupakan pedoman bagi Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dalam pelaksanaan 

reformasi birokrasi. 

KEEMPAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan yang berkaitan dengan proses Reformasi 

Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Samosir yang Mendasarkan pada Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-

Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum  Provinsi/Komisi Pemilihan Independen 

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten Samosir, sebelum Keputusan ini 

berlaku dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang 

tidak bertentangan dengan Keputusan ini. 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELIMA 

 

 

: 

 

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

    Ditetapkan di Pangururan 

   Pada tanggal 25 Mei 2021 

 

    KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

               KABUPATEN SAMOSIR, 

 

                ttd 

 

                                     IKA ROLINA SAMOSIR 



   

 

LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SAMOSIR 

NOMOR  41/ORT.07-Kpt/1217/KPU-

Kab/V/2021 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REFORMASI 

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR 

 

 

 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Reformasi yang sudah dilakukan sejak terjadinya krisis multidimensi 

tahun 1998, lebih dari dua dekade telah berhasil meletakkan landasan 

politik bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Berbagai perubahan dalam 

sistem penyelenggaraan negara, revitalisasi lembaga-lembaga tinggi negara, 

dan pemilihan umum dilakukan dalam rangka membangun pemerintahan 

negara yang mampu berjalan dengan baik (good governance). Meskipun 

demikian, kondisi itu belum mampu mengangkat Indonesia ke posisi yang 

sejajar dengan negara-negara lain, baik negaranegara di Asia Tenggara 

maupun di Asia.  

Salah satu contoh yaitu dalam hal mewujudkan pemerintahan yang 

bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masih banyak hal yang 

harus diselesaikan dalam kaitan pemberantasan korupsi. Indonesia sejak 

pertama kali Corruption Perception Index (CPI) diluncurkan tahun 1995 

selalu menjadi negara yang senantiasa diteliti, CPI Indonesia tahun 2020 

berada di skor 37/100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang 

disurvei. Skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 lalu yang berada pada skor 

40/100. Di mana pada tahun 2019 adalah pencapaian tertinggi dalam 

perolehan skor CPI Indonesia sepanjang 25 tahun terakhir. 

  

Gambar 1 

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi 

dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. 

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010-2025 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/ 

Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Grand Design Reformasi 



   

 

Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan 

reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.  

Saat ini Reformasi Birokrasi telah memasuki periode ketiga dari Grand 

Design Reformasi Birokrasi Nasional, tiga periode Road Map Reformasi 

Birokrasi Nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 

2015-2019, dan 2020-2024. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk 

operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan 

dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci 

reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima 

tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Pada tahap ini diharapkan 

menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class 

bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik 

yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengikuti pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi sejak Tahun 2013 dengan menyampaikan dokumen usulan 

pelaksaaan Reformasi Birokrasi. Sepanjang pelaksanaan reformasi birokrasi 

hingga saat ini KPU telah diberikan tiga kali penghargaan yang menunjukan 

prestasi dalam melakukan perbaikan birokrasi, yaitu tahun 2014, 2015 dan 

2017. Perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU dari segi 

indeks dari tahun 2015-2019 sebagai berikut: 

 

Gambar 2 

Pasca tahun 2017 indeks Reformasi Birokrasi KPU mengalami penurunan 

dan perkembangan yang kecil, hal ini dikarenakan berubahnya alat evaluasi 

dan objek evaluasi yang digunakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur 



                                                                                                    

Negara dan Reformasi Birokrasi dalam melakukan penilaian. Hal tersebut 

digambarkan dalam gambar berikut: 

 

Gambar 3 

Semakin luasnya objek evaluasi dan semakin tajamnya pisau analisis di 

dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdampak pada kebutuhan untuk 

mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke seluruh unit dan satuan 

kerja. Di Tahun 2019, KPU berusaha melakukan evaluasi terkait perubahan 

tersebut dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1334/ORT.04-

Kpts/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan umum Provinsi/Komisi 

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten Samosir, sebagai panduan unit dan 

satuan kerja dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi.   

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap Keputusan KPU Nomor 

1334/ORT.04-Kpts/05/KPU/IX/2019 di atas, menyatakan bahwa 

Keputusan KPU dimaksud sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU, dengan pertimbangan: 

1. susunan organisasi pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU 

Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten Samosir  telah mengalami 

perubahan, sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan KPU 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan 

Sekretariat KPU Kabupaten Samosir; 

2. adanya perubahan panduan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang 

semula berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 

2014, menjadi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; dan 



   

 

3. adanya perubahan alat evaluasi sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020;  

4. Keputusan KPU Nomor 1334/ORT.04-Kpts/05/KPU/IX/2019 belum 

mengatur mengenai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada KPU, 

meskipun dalam praktinya reformasi birokrasi pada KPU mengadopsi 

ketentuan yang ada dalam Keputusan KPU Nomor 

1334/ORT.04Kpts/05/KPU/IX/2019; dan 

5.  Selain perubahan regulasi sebagaimana diuraikan di atas, terdapat 

arahan dari Bapak Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden RI agar dapat 

melakukan penyederhanaan jabatan.  

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu 

disusun petunjuk teknis pelaksanaan reformasi Birokrasi KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU Kabupaten Samosir.  

 

 

B. Maksud dan Tujuan 

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dalam menjalankan langkah-langkah 

kerja dalam kegiatan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi.   

Tujuan penyusunan Petunjuk teknis ini yaitu untuk mewujudkan 

pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Samosir yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

  

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi: 

1. pembentukan tim reformasi birokrasi; 

2. pelaksanaan reformasi birokrasi; dan 

3. evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. 

 

D. Pengertian 

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan: 

1. Reformasi Birokrasi adalah sebuah perubahan besar dalam paradigma 

dan tata kelola pemerintahan Indonesia sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.  



                                                                                                    

2. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah suatu proses untuk 

menilai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

3. Capaian Reformasi Birokrasi adalah prestasi kerja yang dicapai setiap 

unit organisasi yang dinilai sekali dalam satu tahun.  

4. Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen yang berisikan rencana 

kerja kegiatan di 8 (delapan) area perubahan yang disusun, 

dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi oleh tim Reformasi Birokrasi 

Sekretariat;   

5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga 

penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam 

melaksanakan Pemilu;  

6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, 

adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di provinsi.  

7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir yang selanjutnya disebut 

KPU Kabupaten Samosir, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan 

Umum di Kabupaten Samosir.   

8. Manajemen Perubahan adalah suatu proses yang sistematis dengan 

menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan 

organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang 

diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk 

mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan 

tersebut.  

9. Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor 

perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam 

berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di 

lingkungan organisasinya. 

10. Rencana Aksi adalah penjabaran atau langkah-langkah detail setiap 

minggu pada setiap bulan terhadap rencana pencapaian setiap kegiatan 

program Reformasi Birokrasi Sekretariat.  

11. Laporan Reformasi Birokrasi adalah laporan yang dibuat oleh Tim 

Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Samosir yang merupakan hasil dari 

evaluasi pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan dimasing-masing 

satuan kerja. 

 

 

 



   

 

BAB II 

PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI 

KPU KABUPATEN SAMOSIR 

 

A. Prinsip Dasar Perubahan Bisnis Proses 

 

 

Gambar 4 

B. Pembentukan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Reformasi Birokrasi 

1. Pembentukan  

a. Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Samosir dibentuk 

setiap tahun, dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten 

Samosir tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi sesuai wilayah 

kerjanya;  

b. Keputusan KPU Kabupaten Samosir tentang Pembentukan Tim 

Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengacu 

pada format yang tercantum dalam Lampiran II.  

c. KPU Kabupaten Samosir menyampaikan Salinan Keputusan 

sebagaimana tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di wilayah 

kerjanya kepada KPU melalui KPU Provinsi;  

d. Tim Reformasi Birokrasi terdiri dari: 

1) Tim Pengarah; 



                                                                                                    

2) Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:  

a) Tim Manajemen Perubahan; 

b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan; 

c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan; 

d) Tim Penataan Tata Laksana; 

e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; 

f) Tim Penguatan Akuntabilitas; 

g) Tim Pengawasan; dan 

h) Tim Pelayanan Publik; dan  

3) Tim Agen Perubahan. 

2. Tugas dan Tanggung Jawab  

a. Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten  Samosir berperan sebagai 

penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksana Reformasi Birokrasi di 

lingkungan KPU Kabupaten Samosir;  

b. Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Samosir bertugas untuk: 

1) evaluasi Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil penilaian 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi;  

2) menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi; 

3) internalisasi Reformasi Birokrasi tahun berjalan; 

4) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PNPRB); 

5) evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; dan 

6) melakukan pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi.  

c. Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Samosir dalam mengkoordinasi 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada KPU Kabupaten Samosir; 

d. Tim Reformasi Birokrasi pada KPU Kabupaten Samosir menyusun 

dokumen rencana aksi kegiatan Reformasi Birokrasi di wilayah kerjanya, 

dan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal KPU cq. Biro Perencanaan 

dan Organisasi;  

e. Rencana aksi kegiatan Reformasi Birokrasi disusun dengan mengacu 

pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;  

f. Tugas dan tanggung jawab masing-masing tim dalam Tim Reformasi 

Birokrasi, adalah sebagai berikut:  

1) Pengarah bertugas:  



   

 

a) memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi 

Birokrasi;  

b) menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen 

Perubahan; dan 

c) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan 

berkelanjutan. 

2) Pelaksana bertugas: 

a) merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;  

b) merancang rencana aksi dari program-program Reformasi 

Birokrasi Sekretariat;  

c) melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan 

kerja terkait; 

d) melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang 

ditetapkan bersama;  

e) melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju; 

f) melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah 

setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang 

pada akhir tahun;  

g) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan 

penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang 

dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan 

h) menjadi agen perubahan. 

3) Tim Agen Perubahan bertugas:   

a) membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan 

dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;  

b) merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di 

setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta 

melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim 

Reformasi Birokrasi; dan  

c) melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk 

melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan 

Reformasi Birokrasi secara aktif. 

 

 



                                                                                                    

 

B. Anggaran Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi 

  Anggaran pembentukan Tim Reformasi Birokrasi serta perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi pelaporan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang melekat pada setiap kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

BAB III 

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

 

A. Program Mikro Reformasi Birokrasi Nasional  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi Tahun 2020-2024, terdapat 9 (sembilan) program mikro Reformasi 

Birokrasi yang harus dijalankan yaitu: 

1. Manajemen Perubahan; 

2. Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan; 

3. Penataan Organisasi/Kelembagaan; 

4. Penataan Tata Laksana; 

5. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; 

6. Penguatan Akuntabilitas; 

7. Pengawasan;  

8. Pelayanan Publik; dan 

9. quick wins.  

 

B. Program Mikro yang Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Samsoir 

Secara nasional, KPU Kabupaten Samosir harus menjalankan 9 (sembilan) 

program mikro Reformasi Birokrasi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 

2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.  

Adapun program mikro yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Samosir 

beserta indikator keberhasilannya sebagai berikut: 

1. Manajemen Perubahan 

 



                                                                                                    

 



   

 

 

 

2. Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan 

 



                                                                                                    

 
 

3. Penataan Organisasi/Kelembagaan 

 
 

4. Penataan Tata Laksana 

 



   

 

 



                                                                                                    

 



   

 

 

 

5. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia 



                                                                                                    

 

 
 



   

 

6. Penguatan Akuntabilitas 

 



                                                                                                    

 

 

 



   

 

7. Pengawasan 

 



                                                                                                    

 



   

 

 
 

8. Pelayanan Publik 

 



                                                                                                    

 



   

 

 



                                                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

BAB IV 

EVALUASI DAN PELAPORAN 

REFORMASI BIROKRASI 

 
A. Evaluasi Reformasi Birokrasi  

1. Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Samosir 

dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 

a.  evaluasi dilakukan tiap semester dan akhir tahunan di tingkat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, yang dipimpin langsung oleh 

Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi 

Sekretariat, dengan agenda pembahasan terkait: 

1. kemajuan Reformasi Birokrasi; 

2. hambatan yang dihadapi; dan  

3. penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan dalam 6 (enam) bulan 

dan atau 1 (satu) tahun ke depan; 

b. evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas 

kegiatan dengan menggunakan tools evaluasi berupa Lembar Kerja 

Evaluasi (LKE) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;  

c. KPU Kabupaten Samosir menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada 

KPU Provinsi; 

2. Monitoring Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Samosir dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut:  

a. pertemuan rutin  

1) Tim Reformasi Birokrasi dengan Anggota KPU Kabupaten Samosir;   

2) pertemuan rutin sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) membahas 

agenda terkait: 

a) kemajuan Reformasi Birokrasi Sekretariat; 

b) hambatan yang dihadapi; dan  

c) penyesuaian yang perlu dilakukan dalam merespon permasalahan atau 

perkembangan lingkungan strategis.  

3) Pertemuan rutin sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus terus 

dimonitor oleh masing-masing pimpinan unit/satuan kerja untuk 

menjaga keberlanjutannya;  

b. survei terhadap kepuasan masyarakat menggunakan formulir sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II; 

c. mengukur capaian kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan setiap 

bulan secara internal dan melaporkan hasil tersebut kepada Tim Pengarah 

di KPU Kabupaten Samosir dengan berpedoman pada LKE;   



                                                                                                    

d. melakukan koordinasi, mengelola dan mengarsipkan bukti-bukti baik fisik 

dan/atau softcopy terkait pengisian LKE yang dikelompokan berdasarkan 8 

(delapan) area perubahan secara terpusat. Tim Monitoring KPU dan Tim 

Evaluator Kementerian PAN dan RB/Kementerian/Lembaga yang ditunjuk 

dapat setiap saat meminta bukti dimaksud; dan  

e. mendokumentasikan pengaduan masyarakat yang terdiri dari: 

1) jumlah laporan pengaduan yang sedang berproses; 

2) jumlah laporan pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti; dan 

3) total jumlah laporan pengaduan. 

 

B. Pelaporan Reformasi Birokrasi  

Pelaporan kegiatan Reformasi Birokrasi mencerminkan capaian 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di satuan kerja KPU 

Kabupaten Samosir.  

Pelaporan ini merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Tim 

Reformasi Birokrasi Sekretariat sebagaimana gambar berikut ini: 

 
 

Bisnis Proses Pelaporan RB Unit/Satuan Kerja 

 

1. Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Samosir yang terdiri dari Pengarah, 

Pelaksana dan Tim Agen Perubahan melaksanakan siklus kegiatan 

Reformasi Birokrasi sebagai berikut: 

a. membentuk Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Samosir yang terdiri 

dari Pengarah, Pelaksana dan Tim Agen Perubahan dilingkungan masing-

masing;  

b. melakukan Focus Group Discussion (FGD) program kegiatan yang menjadi 

prioritas dan dituangkan dalam Rencana Aksi;  

c. menyusun rencana aksi selama satu tahun kedepan; 



   

 

d. menyampaikan Keputusan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, Tim 

Agen Perubahan dan Rencana Aksi di lingkungan satuan kerja kepada 

Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten samosir;  

e. melaksanakan program sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat; 

f. melakukan monitoring evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali 

serta menyusun langkah tindak lanjut hasil evaluasi; dan  

g. Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan melakukan tidak lanjut hasil 

evaluasi. 

2. Pengarah, Pelaksana, dan Tim Agen Perubahan melakukan evaluasi dan 

menyusun Laporan Reformasi Birokrasi dalam format isian LKE.   

3. Tim Reformasi Birokrasi menyerahkan laporan dalam bentuk soft copy dan 

hard copy LKE yang diserahkan paling lambat Bulan Desember tahun 

berjalan kepada Tim Monitoring Reformasi Birokrasi KPU RI, dengan 

tembusan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal 

KPU.  

4. Keputusan Tim Reformasi Birokrasi Satuan kerja dan Tim Agen Perubahan 

berikut Rencana Aksi Tahun berjalan disampaikan paling lambat Bulan 

Februari tahun berjalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Petunjuk Teknis ini ditetapkan sebagai panduan KPU Kabupaten Samosir 

dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Samosir 

agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

 

Ditetapkan di Pangururan 

Pada tanggal 25 Mei 2021 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SAMOSIR, 

 

ttd 

 

IKA ROLINA SAMOSIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

LAMPIRAN II 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM   

KABUPATEN SAMOSIR 

NOMOR   /ORT.07-Kpt/1217/KPU-Kab/V/2021 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REFORMASI 

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR 

 

FORMAT KEPUTUSAN DAN FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM 

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN SAMOSIR 

 

1. Format Keputusan terkait Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;  

2. Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;  

3. Lembar Kerja Evaluasi (LKE); dan 

4. Formulir Survei Terhadap Kepuasan Masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

1. Format Keputusan terkait Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir 

 

-KOP - 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SAMOSIR 

NOMOR :  

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ______________ 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR, 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa  

dalam rangka untuk memastikan program mikro serta 

monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk 

Tim Reformasi Birokrasi di internal 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah;  

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor ________________________ 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, dan untuk mlaksanakan reformasi 

birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

_________________________________, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum ____________________ 

______________ tentang Pembentukan Tim Reformasi 

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum__________________ Tahun ________; 

 



   

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2025;  

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);  

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun  2020 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);  

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun  2020 tentang Pedoman 

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);  

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);  

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

612/ORT.04Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

________________________ tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, 



                                                                                                    

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

SAMOSIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI 

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

_____________________TAHUN ______________.  

KESATU  : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum _________________ Tahun 

____________, yang terdiri dari: 

1. Tim Pengarah; 

2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:  

a) Tim Manajemen Perubahan; 

b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi 

kebijakan; 

c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan; 

d) Tim Penataan Tata Laksana; 

e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; 

f) Tim Penguatan Akuntabilitas; 

g) Tim Pengawasan; dan 

h) Tim Pelayanan Publik; dan  

3. Tim Agen Perubahan. 

KEDUA  : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini.  

KETIGA  : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini.  

KEEMPAT  : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu 

melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan 

instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 

 



   

 

KELIMA  : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 

bulan _____ tahun ____.  
 

Ditetapkan di …........... 
pada tanggal  
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN SAMOSIR 

 
 

 
_________________________________ 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN SAMOSIR 

NOMOR______________       
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI 

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

SAMOSIR 
__________________TAHUN ____________ 

 

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SAMOSIR 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

Ditetapkan di .... 

pada tanggal ... 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SAMOSIR, 

 

 

_______________ 

 

 

 

 





 

 

 

2. Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir 

 

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 

DI LINGKUNGAN  

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR 

 

 

 



   

 

3. Lembar Kerja Evaluasi (LKE)  

UNIT:_______________________________ 

 



                                                                                                    

 

 



   

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

 



   

 

 



                                                                                                    

 

 



   

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

 

 



   

 

 



                                                                                                    

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 



   

 

 



                                                                                                    

 

 



   

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 



   

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

 

 



   

 

 

 



                                                                                                    

 

 



   

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 



   

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 



   

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 



                                                                                                    

 

 



   

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 



   

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

 

 



   

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 



   

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

4. Survei Terhadap Kepuasan Masyarakat 

SURVEI PERSEPSI 

TERHADAP PELAYANAN 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR 
  

Tentang Anda  
Pekerjaan     : 
Jenis Kelamin  : 

Layanan yang diminta  :  
Berikan tanda silang (X) yang menunjukan kebenaran di kolom berikut ini? 

  
1. Prosedur pelayanan yang diberikan sekretariat kepada kebutuhan Bapak/Ibu? 

a. Sulit  c. Mudah 
b. Kurang Mudah  d. Sangat Mudah  
 
2. Pelayanan yang diberikan sekretariat memenuhi kebutuhan Bapak/Ibu?  
a. Tidak Sesuai  c. Sesuai 
b. Kurang Sesuai  d. Sangat Sesuai  
 

3. Adanya kejelasan petugas sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan kepada 
Bapak/Ibu? 

a. Tidak Jelas  c. Jelas 
b. Kurang Jelas  d. Sangat Jelas  
 
4. Tingkat kedisplinan petugas sekretarit yang bertugas memberikan pelayanan 

kepada  
Bapak/Ibu? 
a. Tidak Disiplin  c. Disiplin 

b. Kurang Disiplin  d. Sangat Disiplin  
 

5. Tingkat tanggungjawab petugas sekretariat yang diberikan tugas oleh Bapak/Ibu?  
a. Tidak Bertanggungjawab  c. Bertanggungjawab 

b. Kurang Bertanggungjawab  d. Sangat Bertanggungjawab  
 

6. Tingkat kemampuan petugas sekretariat dalam memenuhi pelayanan yang 

Bapak/Ibu butuhkan? 
a. Tidak Kopeten  c. Kopeten 

b. Kurang Kopeten  d. Sangat Kopeten  
 

7. Kecepatan pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat .......... dalam memenuhi 
Bapak/Ibu? 

a. Lambat  c. Cepat 
b. Kurang Cepat  d. Sangat Cepat  
 

8. Keberpihakan/netralitas pelayanan yang diberikan oleh sekretariat dalam 
memberikan pelayanan kepada Bapak/Ibu? 

a. Tidak Netral  c. Netral 
b. Kurang Netral  d. Sangat Netral  
 
9. Kesopanan petugas sekretariat yang memberikan pelayanan kepada bapak/Ibu?  
a. Tidak Sopan  c. Sopan 

b. Kurang Sopan  d. Sangat Sopan  
 

10. Kewajaran pelayanan yang diberikan sekretariat terhadap pemenuhan kebutuhan 
pelayanan yang Bapak/Ibu butuhkan? 

a. Tidak Wajar  c. Wajar 
b. Kurang Wajar  d. Sangat Wajar 

 



   

 

11. Kepastian pelayanan yang diberikan secretariat terhadap pemenuhan kebutuhan 

pelayanan yang Bapak/Ibu butuhkan? 

a. Tidak pasti      c. pasti 

b. Kurang Pasti   d. Sangat Pasti 

  

12. Kejelasan waktu pelayanan yang diberikan sekrtariat terhadap pemenuhan 

kebutuhan pelayanan yang Bapak/Ibu butuhkan? 

a. Tidak jelas   c. Jelas 

b. Kurang Jelas   d. Sangat Jelas 

 

13. Kenyamanan lingkungan yang Bapak/Ibu bertugas? 

a. Tidak nyaman    c. Nyaman 

b. Kurang nyaman   d. Sangat Nyaman 

 

14. Keamanan lingkungan yang diberikan secretariat kepada Bapak/Ibu? 

a. Tidak aman   c. Aman 

b. Kurang Aman   d. Sangat Aman 

 

15. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan 

Sekretariat ……..? 

a. Tidak tahu   c. Sedikit tahu 

b.Kurang tahu   d. Sangat tahu 

 

16. Apakah Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secretariat berpengaruh 

terhadap pelayanan kepada Bapak/Ibu? 

a. Tidak   c. Sedikit berpengaruh 

b. Kurang berpengaruh   d. Sangat berpengaruh 

 

17. Apakah Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secretariat bermanfaat 

terhadap pelayanan kepada Bapak/Ibu? 

a. Tidak   c. Sedikit bermanfaat 

b. Kurang bermanfaat   d. Sangat bermanfaat 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

18. Masukan yang bapak ibu berikan terkait peningkatan kualitas pelayanan 

secretariat? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Ditetapkan di Pangururan 

Pada tanggal 25 Mei 2021 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SAMOSIR, 

 

ttd 

 

IKA ROLINA SAMOSIR 

 


